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Melihat dari perubahan iklim yang 

cukup ekstrim di dunia akhir-akhir ini maka 

isu lingkungan dan isu energi merupakan 

sebuah isu internasional yang penting. 

Dunia sekarang sedang berfokus pada 

penggunaan energi terbarukan karena 

melihat perubahan iklim di dunia akhir-

akhir ini, terbukti dengan adanya 

penandatangan Paris Agreement yang telah 

disetujui oleh 195 Negara anggota dari 

UNFCCC yang di selenggarakan di Paris 

pada tanggal 12 Desember 2015 pada 

pertemuan COP 21. Dari 196 negara 

UNFCCC 195 Negara tersebut sepakat 

untuk berkomitmen dalam menjaga 

kenaikan temperatur global abad ini di 

bawah 2 derajat Celcius. Batas kenaikan 1,5 

derajat Celcius merupakan batas kenaikan 

suhu global agar dunia relatif aman dari 

dampak terburuk dari perubahan iklim 

(UNFCCC, 2016). 

Indonesia merupakan salah satu 

Negara anggota dari UNFCCC yang 

menyetujui Paris Agreement, akan tetapi	  

sumber energi listrik yang digunakan di 

Indonesia saat ini masih menggunakan 

bahan bakar kotor. Pemerintah Indonesia 

dengan pihak swasta sedang menjalankan 

sebuah proyek Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) yang mempunyai kapasitas 

2x1.000 MW karena kebutuhan listrik 

Indonesia terus meningkat 8% setiap 

tahunnya, pembangunan PLTU ini mulai 

dibangun di daerah Batang pada tahun 2016 

dan perencanaan selesai pada tahun 2019. 

PLTU Batang merupakan proyek 

yang dipegang oleh PT. Bhimasena Power 

Indonesia (BPI) yang merupakan 

konsorsium perusahaan Jepang-Indonesia 

Electric Power Development.Ltd (J-Power) 

dan Itochu Corporation merupakan 

perusahaan yang berbasis di Tokyo-Jepang 

dan PT Adaro Power (AP) perusahan yang 

berbasis di Indonesia (Afriyadi, 2016). 

PLTU Batang disebut-sebut sebagai PLTU 

Terbesar se-Asia Tenggara ini berkapasitas 

2x1000 Mega Watt (MW) dengan biaya 

pembangunan yang direncanakan sebesar 

US$ 4,2 Miliar. Proyek ini juga merupakan 

proyek pola Kerjasama Pemerintah dan 

Swasta (KPS) dan hal ini merupakan 

pertama kalinya di Indonesia sendiri dalam 

skala besar.  

 

A.   Proses Pembangunan Pembangkit 

Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang 

Pembangunan PLTU Batang 

merupakan sebuah pembangunan yang 

telah direncanakan sejak tahun 2011 disaat 

era kepemimpinan Presiden Susilo 

Bambang Yudoyhono (SBY), Beberapa 

alasan dibalik adanya pembangunan PLTU 

ini ialah yang paling utama sebagai upaya 

mengantisipasi kekurangan pasokan daya 



listrik nasional. Karena pemerintah telah 

memprediksi bahwa pada tahun 2018 

khususnya daerah Jawa-Bali akan 

mengalami krisis listrik yang nantinya akan 

sangat berdampak pada kegiatan ekonomi. 

Alasan lainnya ialah, Mega proyek 

PLTU di Kabupaten Batang merupakan 

Program Induk pemerintah pusat yang 

diagendakan dalam MP3EI yang 

merupakan arahan strategis dalam 

percepatan dan perluasan pembangunan 

ekonomi Indonesia. “Masterplan for 

Acceleration and Expansion of Indonesia's 

Economic Development” atau disingkat 

MP3EI adalah sebuah pola induk 

perencanaan ambisius dari pemerintah 

Indonesia untuk dapat mempercepat 

realisasi perluasan pembangunan ekonomi 

dan pemerataan kemakmuran agar dapat 

dinikmati secara merata di kalangan 

masyarakat (Ismail, Kendala Investasi Di 

Era Otonomi Daerah (Studi Kasus 

Pembangunan Proyek PLTU di Kabupaten 

Batang), 2014).  

PLTU Batang nantinya akan 

menggunakan teknologi Ultra-Super-

Critical (USC) yang sangat ramah 

lingkungan dan efisien karena kondisi uap 

USC memberikan efisiensi panas yang 

lebih tinggi daripada kondisi uap 

konvensional seperti sub kritikal dan super 

kritikal. Efisiensi panas yang lebih tinggi 

berarti konsumsi batubara yang lebih 

rendah dan juga menghasilkan emisi yang 

lebih rendah (PT.BPI, 2016). 

Pihak yang bertanggung jawab dalam 

memegang pembangunan proyek PLTU 

Batang ini ialah PT. Bhimasena Power 

Indonesia (BPI) yang merupakan 

konsorsium perusahaan Jepang-Indonesia 

Electric Power Development.Ltd (J-Power) 

dengan kepemilikan saham sebesar 34% 

dan Itochu Corporation merupakan 

perusahaan yang berbasis di Tokyo-Jepang 

dengan kepemilikan saham sebesar 32% 

dan PT Adaro Power (AP) perusahan yang 

berbasis di Indonesia dengan kepemilikan 

saham sebesar 34% (Afriyadi, 2016). PT. 

BPI dibentuk pada bulan Juli 2011 yang 

dulunya dipimpin oleh presiden direktur 

Kenichi Seshimo yang saat ini sudah 

diganti dan dipimpin oleh presiden direktur 

Mohammad Efendi. PT. BPI ini 

akan  menggunakan skema Kerjasama 

Pemerintah dan Swasta (KPS) yang akan 

diterapkan di dalam proyek ini yaitu Build-

Own-Operate-Transfer (BOOT) dengan 

masa konsesi selama 25 tahun dan (Adi, 

2016) dengan penggunaan pembangkit 

listrik berbahan baku batu bara berkalori 

rendah. 

Dokumen pelaksanaan dan 

penjaminan proyek PLTU Batang 2x1000 

MW telah ditanda tangani pada tanggal 6 

Oktober 2011 di kantor Kementrian 

Koordinator Bidang Perekonomian di 

Jakarta. Dimana acara penandatanganan 



kontrak KPS PLTU Batang dihadiri oleh 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 

selaku Ketua Komite Percepatan 

Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), Menteri 

Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, 

Menteri Badan Usaha Milik Negara, 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, 

dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman 

Modal, Gubernur Jawa Tengah, Bupati 

Batang, dan Duta Besar Jepang, Direktur 

Utama PT. PLN (Persero), Direktur Utama 

PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia 

(Persero), serta PT. BPI (PT.PLN, 2011).	  

Setelah diresmikannya perencanaan 

pembangunan proyek PLTU Batang ini, 

nyatanya banyak warga Batang yang 

menolak dengan adanya pembangunan 

PLTU tersebut, berbagai alasan 

bermunculan dalam menolak adanya PLTU 

ini. Warga Batang merasa bahwa 

pembangunan PLTU Batang akan sangat 

merugikan warga Batang yang dimana 

lahan mata pencaharian mereka sebagai 

petani dan nelayan selama bertahun-tahun 

harus tergusur oleh adanya pembangunan 

PLTU ini. 

Kendala-kendala yang dihadapi 

dalam proses pembangunan PLTU Batang 

bukan tidak ada pemecahannya. 

Pemerintah pusat dibantu oleh aparatur 

pemerintah daerah telah berupaya 

menyelesaikan kendala-kendala yang 

menghambat proses pembangunan proyek 

PLTU ini. Pihaknya sudah melakukan 

sejumlah upaya mengatasi persoalan itu. 

Antara lain, memberikan kemudahan 

fasilitas dukungan melalui rapat-rapat 

internal dengan pemilik lahan, membentuk 

tim terpadu Pemerintah Kabupaten Batang, 

untuk mempercepat perolehan lahan, 

memberikan Poskotis di masing-masing 

Balai Desa Ujung Negoro, Karanggeneng, 

Ponowareng, untuk mempermudah proses 

perolehan lahan dengan koordinasi tim 

terpadu tingkat Muspida setiap minggu, dan 

saat ini pun tim kecil tingkat kecamatan dan 

desa terus mengajak pemilik lahan untuk 

mau menjual lahannya (Ismail, Kendala 

Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi 

Kasus Pembangunan Proyek PLTU di 

Kabupaten Batang), 2014). 

Pada masa kepemimpinan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) proyek ini 

mendapatkan perhatian yang cukup serius. 

Pihaknya berjanji akan membantu proses 

pembebasan lahan agar proses 

pembangunah berjalan cepat. Presiden 

Jokowi telah memberikan waktu hingga 

Juni 2015 lalu untuk masalah administrasi, 

sehingga peletakan batu pertama 

(groundbreaking) segera menyusul. 

Presiden Jokowi mengharapkan selesainya 

masalah Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU) Batang, Jawa Tengah, dapat 

menjadi pemicu keberhasilan infrastruktur 



lainnya. Menurutnya apabila permasalahan 

PLTU Batang tidak kunjung selesai, para 

investor juga akan berfikir berkali-kali 

untuk mau menanamkan modalnya di 

Indonesia. 

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar 

Pranowo juga menyatakan bahwa pihaknya 

tidak akan mundur terkait pembangunan 

tersebut. Sebab saat ini daerah Jawa 

khususnya Jawa Tengah membutuhkan 

pasokan energi yang menjadi kebutuhan 

vital, terutama listrik (Kencana, 2016). 

Kebutuhan energi listrik sudah sangat 

mendesak. Listrik menjadi kebutuhan dasar 

untuk menggerakkan lini industri lainnya. 

Gubernur Ganjar tidak mempermasalahkan 

jika harus berhadap-hadapan dengan pihak 

yang tidak setuju dengan pembangunan 

PLTU. Menurutnya listrik merupakan 

masalah serius (Nurdin, 2016). 

 Setelah 4 tahun tersendatnya proyek 

pembangunan PLTU Batang terkait 

permasalahan pembebasan lahan, akhirnya 

pada tanggal 9 Juni 2016 PLTU Batang 

resmi mendapatkan Financial Closing, 

proyek pembangunan PLTU Batang 

mendapat pinjaman dari Japan Bank for 

International Cooperation (JBIC) sebesar 

US$ 1,92 Miliar (48 persen dari biaya 

investasi) dan konsorsium bank lainnya 

yang sebagaian besar dari Jepang yaitu 

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, 

Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, 

Mizuho Bank Ltd, Sumitomo Mitsui Trust 

Bank Ltd, Mitsubishi UFJ Trust and 

Banking Corporation, Shinzei Bank Ltd, 

Norinchukin Bank, dan dua perbankan dari 

Singapura yakni DBS Bank dan Overseas 

Chinese Banking Corporation Ltd.sebesar 

US$ 1,28 Miliar (32 persen dari nilai 

investasi) dan sisanya 20% investasi 

disediakan oleh perusahaan PT. BPI 

(Gumelar, 2016) 

 

B.   Problem Lingkungan 

Pembangunan PLTU Batang 

 Pembangunan PLTU Batang yang 

diharapkan pemerintah untuk menambah 

pasokan listrik di daerah tersebut ternyata 

tidak mendapat tanggapan yang positif oleh 

masyarakat Batang. Banyaknya faktor dan 

dampak negatif yang menurut warga akan 

menurunkan kulaitas hidup mereka baik 

secara kesehatan dan perekonomian 

menjadi alasan utama penolakan tersebut. 

Hal ini didukung dengan adanya dampak 

nyata dari pembangunan industri nasional 

yang juga merugikan warga yang tinggal di 

sekitarnya. Bersama Greenpeace, warga 

Batang terus melakukan upaya-upaya 

penolakan demi membela mata pencaharian 

sehari-hari dan lingkungan yang akan 

digunakan oleh pemerintah sebagai wilayah 

pembangunan PLTU Batang. 



 Berkaitan dengan pembangunan, 

maka hal tersebut tidak bisa lepas dari 

adanya peningkatan suhu bumi setiap tahun 

yang ternyata telah menyebabkan adanya 

global warming, terutama yang sangat bisa 

dirasakan saat ini adalah banyaknya lapisan 

es yang telah mencair di sebagian kutub 

utara yang menyebabkan banyak pulau-

pulau kecil di bumi ini mulai hilang karena 

tenggelam oleh air laut dari proses 

penambahan cairan es yang meleleh dan 

perubahan cuaca yang cukup ekstrim akhir-

akhir ini seperti adanya banjir Bandang, 

tanah longsor dan peristiwa kejadian alam 

lainnya. Global Warming atau pemanasan 

global ini dipicu oleh adanya peningkatan 

emisi gas rumah kaca, seperti 

karbondioksida, metana, dinitro oksida, 

hidrofluorokarbon, perfluorokarbon, dan 

sulfur heksafluorida di atmosfer. Emisi ini 

terutama dihasilkan dari proses 

pembakaran bahan bakar fosil (minyak 

bumi dan batu bara) serta akibat 

penggundulan dan pembakaran hutan  

(Utina, 2013).  

 Akibat dari adanya pemanasan global 

ini, banyak Negara-negara di dunia yang 

tergabung dalam UNFCCC melakukan 

perjanjian yang baru beberapa tahun yang 

lalu dilakukan yaitu Paris Agreement. 

Indonesia merupakan salah satu Negara 

anggota dari UNFCCC yang menyetujui 

Paris Agreement dan Indonesia juga sedang 

berfokus dengan permasalahan energi yang 

ada di Indonesia sendiri yang masih 

menggunakan bahan bakar kotor, hal ini 

tidak hanya berdampak pada Indonesia saja 

akan tetapi juga akan menyumbangkan 

dampak iklim di seluruh dunia. 

 Kabupaten Batang terletak 93 

kilometer dari Kota Semarang ini memiliki 

daerah pantai, dataran terendah, dan 

pegunungan. Dengan kondisi ini 

Kabupaten Batang memiliki potensi wisata 

yang sangat besar. Kabupaten yang 

memiliki keunikan geografis di Jawa 

Tengah. Pusat kota Kabupaten Batang 

memang berada di pinggiran pantai dan 

berhawa cukup panas, namun daerah ini 

juga memiliki wilayah dengan ketinggian 

cukup ekstrem, mulai dari nol meter hingga 

ketinggian 2.000 meter di atas permukaan 

laut. Adanya sumber daya alam yang 

melimpah di daerah Batang terutama di 

perairan lautnya inilah, yang akhirnya pada 

tahun 2005, melalui SK Bupati Kabupaten 

Batang Nomor 523/283/2005 wilayah 

Ujungnegoro-Roban ditetapkan sebagai 

Kawasan Konservasi Laut Daerah. 

Kemudian diperkuat dengan ditetapkan 

sebagai Taman Wisata Alam Laut Daerah 

melalui  Peraturan Pemerintah Nomor 26 

Tahun 2008 tentang RTRW Nasional 

Lampiran VIII Nomor Urut 313, dan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 

Nomor 6 Tahun 2010 Tentang RTRW 

Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 



2010 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah 

Tahun 2009-2029 (Shofiana, 2015).  

Menurut (Shofiana, 2015) dalam 

artikelnya menyebutkan alasan lain yaitu, 

Kabupaten Batang yang kaya akan terumbu 

karang dan ikan menjadikan wilayah 

tersebut layak untuk dilindungi. Adapun 

maksud pembentukan Kawasan Konservasi 

Laut adalah untuk: 

1.   Menjamin kelestarian ekosistem 

laut untuk menopang kehidupan 

masyarakat yang tergantung pada 

sumberdaya yang ada, 

2.   Perlindungan terhadap 

keanekaragaman hayati laut, 

3.   Pemanfaatan sumberdaya laut yang 

berkelanjutan, 

4.   Pengelolaan sumberdaya laut dalam 

skala lokal secara efektif, 

5.     Pengaturan aktivitas masyarakat 

dalam kawasan pengelolaan 

 Adanya ketetapan wilayah Batang 

dan perairannya yang dijadikan wilayah 

konservasi juga sangat memberikan 

manfaat ekonomi yang baik bagi warga 

batang yang sebagian besar berprofesi 

sebagai nelayan dan petani, akan tetapi 

dengan adanya pembangunan PLTU di 

daerah tersebut membuat warga Batang 

merespon negatif akan kehadiran PLTU 

tersebut. 

Beberapa warga Batang juga sudah 

melakukan perbandingan dengan wilayah 

di daerah Jawa Tengah lainnya yang 

mendapat dampak negatif dari adanya 

pembangunan PLTU dibeberapa daerah 

seperti di Cilacap dan Rembang. Menurut 

Saryudi warga Karanggeneng, Batang, 

masyarakat telah melakukan studi banding 

dengan masyarakat yang hidup di sekitar 

PLTU Cilacap dan PLTU Rembang, dan 

menemukan beberapa fakta sejumlah 

perubahan telah terjadi setelah 

pembangunan kedua PLTU ini. Sebelum 

ada pembangunan PLTU masyarakat di 

daerah PLTU Cilacap dan PLTU Rembang 

dapat hidup sejahtera dengan mengolah 

tanah dan sawah mereka serta dapat 

mencari ikan di laut yang berada dekat 

dengan tempat tinggal mereka. Namun 

setelah adanya pembangunan PLTU, 

kehidupan berubah total setelah hilangnya 

lahan dan sawah mereka. Begitu pula 

dengan para nelayan, yang mengalami hal 

serupa dengan penghasilan ikan yang terus 

menurun karena ikan-ikan teracuni oleh 

limbah PLTU dan banyak yang tersedot 

oleh mesin dari PLTU. Ketakutan akan 

kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian 

mereka sehari-hari inilah yang membuat 

warga Batang menolak  adanya 

pembangunan PLTU di daerah mereka 

tersebut (Apriando, 2012). 



 Selain itu, ada beberapa persoalan 

penting yang melatarbelakangi penolakan 

pembangunan PLTU yaitu terkait dengan 

persoalan ijin lokasi PLTU. Menurut 

Wahyu Nandang Herawan SH, dari 

Lembaga Bantuan Hukum Semarang, 

terdapat hal yang tidak sesuai dengan 

pembangunan proyek PLTU ini. Pihak 

Pembangun Proyek PLTU telah 

mendapatkan perijinan lokasi tanpa 

memiliki dokumen Analisis Mengenai 

Dampak Lingkungan (AMDAL). 

Menurutnya hingga saat ini pihak 

pembangun PLTU belum memiliki 

dokumen AMDAL dan hal ini telah 

menyalahi Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 1999 tentang AMDAL yang dimana 

seharusnya pemerintah harus menganalisis 

dan menimbang apakah pembangunan 

PLTU Batanng 2x1000 MW ini layak untuk 

dibangun dan baikah dampak yang 

ditimbulkan dari PLTU tersebut apabila 

dibangun disekitar lingkungan warga dan 

hal yang paling utama apakah wilayah 

konservasi boleh dibangun sebuah PLTU 

(Wuryadi, 2001).  

Dari peta kawasan zonasi konservasi 

laut Batang dibawah ini, bisa dilihat bahwa 

penetapan wilayah konservasi Batang yang 

diresmikan tahun 2005 perlahan-lahan 

mulai berpindah posisi ketika akan 

dibangun PLTU di dekat wilayah 

konservasi tersebut pada tahun 2011. 

Belum cukup sampai disitu Bupati Batang 

mulai merubah posisi wilayah konservasi 

tersebut, karena dianggap wilayah zonasi 

konservasi laut masih mengenai daerah 

pembangunan PLTU, maka diubah lagi 

posisi wilayah zonasi konservasi laut pada 

tahun 2012 oleh keputusan Bupati Batang 

No. 523/194/2012.  

 
 

Sumber: 
http://www.greenpeace.org/seasia/id/blog/
kontroversi-pembangunan-pltu-batang-di-
kawasa/blog/53129/ 

 Wilayah konservasi awalnya 

bertujuan untuk mensejahterakan 

masyarakat di sekitarnya terutama 

masyarakat Batang yang berdampingan 

langsung dengan wilayah konservasi ini. 

Wilayah konservasi selain untuk 

melindungi ekosistem yang ada di wilayah 

tersebut juga sebagai tempat mata 

pencaharian warga batang yang pada 

umumnya bekerja sebagai petani dan 

nelayan. Akan tetapi dengan adanya 

kehadiran pembangunan PLTU 2x1000 

MW di wilayah mereka termasuk wilayah 

konservasi, maka warga Batang 



mengajukan respon negatif terhadap pihak 

pemerintah dan juga swasta yang 

merupakan penanggung jawab dari adanya 

pembangunan PLTU tersebut.  

Tidak hanya faktor ekonomi yang 

akan berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat batang tetapi juga akan 

berpengaruh terhadap sosial dan kesehatan 

warga Batang yang tinggal disekitar 

wilayah dekat dengan PLTU.Polusi yang 

ditimbulkan oleh proses pembakaran PLTU 

akan mengeluarkan racun-racun ke udara 

yang akan terhirup oleh warga sekitar 

PLTU. 

 Apabila warga terus-menerus 

menghirup polusi kotor dari hasil 

pembakaran batubara PLTU tersebut maka 

warga Batang akan sangat berkemungkinan 

mengidap penyakit gangguan pernapasan 

seperti sesak napas, kanker paru-paru, 

asma, batuk, dan gangguan kesehatan 

lainnya. 

 Banyak gugatan yang telah dilakukan 

warga Batang ke pemerintah Jawa Tengah 

hingga Pemerintah Pusat. Dari Kantor 

Gubernur Jawa Tengah, Kantor 

Kementrian Kelautan dan Perikanan, 

Kantor Kementrian Lingkungan Hidup 

hingga Istana Negara. 

 Karena kurangnya tanggapan serius 

dari pemerintah atas gugatan warga Batang 

terhadap pembangunan PLTU Batang, 

beberapa NGO merasa tertarik untuk ikut 

terlibat didalamnya khususnya NGO yang 

bergerak dalam bidang lingkungan untuk 

ikut berkontribusi membantu warga Batang 

dalam mendapatkan hak-hak mereka 

kembali dan menggagalkan pembangunan 

PLTU tersebut yang mengancam 

kelangsungan hidup lingkungan dan 

kesehatan masyarakat sekitar. Salah satu 

NGO yang ikut berkonstribusi dalam 

membantu warga Batang ialah Greenpeace. 

Greenpeace saat ini sedang 

mengkampanyekan isu kehutanan dan 

revolusi energi, dimana isu tersebut 

merupakan isu yang akhir – akhir ini sering 

diangkat Greenpeace ke masyarakat dengan 

melihat kenyataan yang sedang terjadi di 

Indonesia, seperti banyak kebakaran hutan 

yang dilakukan secara sengaja untuk 

pembukaan lahan. 

	   Greenpeace membantu warga 

Batang untuk terus berupaya dalam 

mempertahankan hak-hak mereka dan 

mencoba untuk menggagalkan proyek 

pembangunan PLTU Batang yang dinilai 

sangat merugikan terutama dalam 

pemakaian bahan bakar yang berasal dari 

batubara. Perlu	  diketahui	  bahwa	  batubara	  

sebagai	   bahan	   bakar	   akan	   menimbulkan	  

efek	  berupa	  emisi	  pencemar.	  Emisi-emisi 

yang dihasilkan dapat berupa SO2, NO2, 

CO, CO2, VHC (Volatine Hydrocarbon) 

dan SPM (Suspended Particulate Matter). 

Polusi ini akan menyebar dari sumbernya 

melalui proses dispersi dan deposisi, yang 



dapat menurunkan kualitas udara, tanah dan 

air. Polutan-polutan yang dihasilkan energi 

fosil yang berakibat buruk bagi kesehatan 

manusia dan lingkungan. Berikut adalah 

dampak yang dihasilkan oleh polutan 

tersebut, (Iswan, 2010).:	  

1. SOX adalah sumber gangguan paru-paru 

dan berbagai penyakit pernapasan.  

2. NOX yang bersama SOX menyebabkan 

fenomena hujan asam. Fenomena hujan 

asam ini berakibat buruk bagi industri 

peternakan dan pertanian.  

3. COX membentuk lapisan yang 

menyelebungi permukaan bumi dan 

menimbulkan efek rumah kaca (green 

house effect). Efek rumah kaca 

menyebabkan pergeseran keadaan 

cuaca.  

4. Partikel debu yang mengandung unsur    

radioaktif yang berbahaya jika terhisap 

masuk ke paru-paru.  

Selain emisi-emisi utama diatas terdapat 

pula logam berat seperti Pb, Hg, Ar, Ni, Se 

yang kadarnya jauh dari ambang batas 

khususnya yang berada disekitar 

pembangkit listrik tenaga uap. 

Emisi-emisi diatas dihasilkan dari 

hasil pembakaran batubara yaitu limbah 

abu yang jika tidak ditangani akan 

menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Limbah padat tersebut berupa abu, yaitu 

abu terbang (fly ash) dan abu dasar (bottom 

ash). Menurut data Kementrian 

Lingkungan Hidup (KLH) pada tahun 

2006, limbah abu terbang yang dihasilkan 

mencapai 52,2 ton/hari, sedangkan limbah 

abu dasar mencapai 5,8 ton/hari. Limbah 

abu ini bila ditimbun akan menghasilkan 

gas metana (CH4) yang dapat terbakar atau 

meledak dengan sendirinya (self burning 

dan self exploding). Selain itu, abu ini 

berbahaya untuk kesehatan khususnya pada 

sistem pernafasan dan kulit. Oleh sebab itu, 

limbah abu terbang dan abu dasar ini 

dikategorikan sebagai limbah B3 (Bahan 

Beracun dan Berbahaya). Abu terbang (fly 

ash) dihasilkan dari transformasi, pelelehan 

atau gasifikasi dari material anorganik yang 

terkandung dalam batubara, maka abu yang 

dihasilkan batubara tersebut ringan dan 

berwarna coklat muda, sedangkan abu 

dasar berwarna hitam dan lebih berat 

karena dihasilkan pada tungku 

pembakaran, sehingga lebih banyak 

mengandung sisa karbon yang tidak 

terbakar. Abu terbang sisa pembakaran 

batubara ini berpengaruh pada kesehatan 

manusia yaitu terkait dengan timbulnya 

penyakit saluran pernafasan kronik dan 

nonspesifik, pneumokoniosis, dan dapat 

meracuni saraf manusia, abu terbang 

tersebut juga berdampak pada kesehatan 

lingkungan sekitar. Saat ini diperkirakan 

40% dari penyakit akibat kerja adalah iritasi 

kulit berupa dermatitis akibat kerja. 

Insidens penyakit mencapai 7/10.000 

pekerja mengalami dermatitis dan 



mengakibatkan kehilangan hari kerja rata-

rata 2-10 hari per tahun (Apriyantri, 2015). 

Pembuangan air limbah secara 

langsung ke badan air sekitarnya tanpa 

melalui proses pendinginan kembali dapat 

berpengaruh terhadap biota yang hidup 

dalam badan air tersebut. Kelebihan panas 

akan merubah ambien temperatur air dan 

dapat mempegaruhi ekosistem akuatik baik 

secara langsung maupun tidak langsung. 

Organisme laut dapat hidup, tumbuh dan 

berkembang dalam batas-batas suhu 

tertentu. Perubahan temperatur tersebut 

kemungkinan juga dapat mempengaruhi 

salinitas baik terhadap air limbah pendingin 

sendiri maupun terhadap perairan 

sepanjang penyebaran air limbah tersebut 

karena adanya proses percampuran antara 

air limbah dengan badan air di titik 

pembuangan dan sekitarnya (Petrus 

Subardjo, 2016). Sebagai contoh yang telah 

terjadi dimana limbah air panas PLTU bisa 

merusak ekosistem dibawah laut yaitu ada 

di PLTU Punagaya, Kabupaten Jeneponto, 

rata-rata nelayan di desa Punagaya selain 

melaut untuk mencari ikan juga 

memproduksi rumput laut, akan tetapi sejak 

adanya pembangunan PLTU disekitar lahan 

mata pencaharian mereka, membuat 

produksi rumput laut yang dihasilkan 

menjadi tidak layak untuk dijual, hal ini 

dikarenakanproduksi rumput laut menurun 

yang disebabkan oleh suhu pada jarak 500 

M sudah melewati ambang batas 

kemampuan bertahan rumput laut yaitu 

340C, yang terjadi karena adanya saluran 

pembuangan air panas limbah PLTU 

Punagaya langsung ke laut secara terus 

menerus dalam jumlah debet air yang besar, 

sehingga mempengaruhi suhu perairan. 

Berdasarkan penelitian bahwa suhu yang 

melebihi 300C sudah melebihi baku mutu 

tumbuhnya rumput laut yang telah 

ditentukan yaitu 270C-300C. Kisaran suhu 

yang baik untuk pertumbuhan cottonii 

adalah 24-31oC. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pembudidaya rumput 

laut yang memiliki usaha budidaya rumput 

laut berjarak 500 M dari saluran 

pembuangan air panas, pada tahun 2012 

pembudidaya rumput laut yang berjarak 

500 M dan 1000 M mengatakan pernah 

terjadi kerusakan yang sangat fatal pada 

rumput laut. Rumput laut tersebut berwarna 

pucat dan membusuk, hal ini diindikasi 

karena adanya pengaruh suhu perairan yang 

sangat panas (Tetty, 2013). 

Greenpeace dan masyarakat Batang 

tidak hanya mendesak pemerintah 

Indonesia dalam permasalahan ini, tetapi 

mereka juga mendesak pemerintah Jepang 

untuk menghentikan rencana PLTU Batang 

yang kotor dan mahal tersebut dan 

mengalihkan investasi tersebut ke 

pengembangan energi serta sumber daya 

untuk rencana investasi energi terbarukan 

(Fiyanto, Greenpeace Mengungkap Fakta-

fakta Merugikan PLTU Batang, 2014). 



Energi terbarukan ialah energi yang 

dapat diperoleh ulang (terbarukan) seperti 

sinar matahari dan angin. Sumber energi 

terbarukan adalah sumber energi ramah 

lingkungan yang tidak mencemari 

lingkungan dan tidak memberikan 

kontribusi terhadap perubahan iklim dan 

pemanasan global seperti pada sumber-

sumber tradisional lain. 

 

C.   Advokasi Greenpeace dalam 

Menolak Pembangunan PLTU Batang 

 Aksi seperti kampanye yang 

dilakukan Greenpeace bersama dengan 

warga Batang bertujuan untuk 

menyadarkan pemerintah bahwa 

pembangunan yang mereka lakukan adalah 

pembangunan yang sangat kotor yang bisa 

berefek sangat negatif terhadap kehidupan 

disekitarnya. Greenpeace terus menekan 

pemerintah untuk membatalkan proyek 

kotor tersebut dan dan beralih kepada 

penggunaan energi yang ramah lingkungan 

yaitu energi terbarukan. 

Pada tanggal 4 Juli 2012, warga 

Batang beserta puluhan anak muda para 

activist Greenpeace Indonesia mendatangi 

Kantor Kementrian Kelautan dan Perikanan 

di Jakarta. Tujuan warga Batang dan 

Greenpeace ialah untuk menyampaikan 

tuntutan warga Batang untuk tidak 

mengeluarkan ijin bagi pengalihgunaan 

kawasan konservasi laut Batang untuk 

menjadi lokasi	   pembangunan PLTU 

Batubara. Aksi ini dilakukan karena pada 

saat itu ribuan masyarakat yang tinggal di 

Desa Karanggeneng, Ponowareng, 

Wonokerso dan Roban sedang dalam	  

keadaan resah, gundah, dan cemas	  

menghadapi kenyataan akan dibangunnya 

PLTU di daerah mereka dan 

ketidakpedulian pemerintah terhadap 

aspirasi warga Batang. Warga Batang 

hanya tidak ingin menerima nasib buruk 

seperti masyarakat yang tinggal di sekitar 

PLTU Cilacap dan Cirebon (Fiyanto, 

Greenpeace.org, 2012). 

 Greenpeace bersama 150 warga 

Batang pada bulan Juli ditahun yang sama 

2013 mengunjungi Kedutaan Besar Jepang 

di Jalan MH Thamrin untuk menyampaikan 

sebuah pesan dan aspirasi. Dalam suratnya 

bagi pemerintah Jepang, warga menuturkan 

kegelisahan, ketakutan serta harapan 

mereka (Fiyanto, Greenpeace.org, 2013). 

“…Tuan Perdana Menteri Jepang, Shinzo 
Abe yang terhormat. Dua perusahaan dari 
Jepang yaitu J-Power dan Itochu menjadi 
pihak yang berencana membangun PLTU 
Batang di desa kami, dua perusahaan ini 
bersama satu perusahaan dari Indonesia 
membentu sebuah konsorsium yang 
bernama PT.Bhimasena Power Indonesia. 
Konsorsium dimana J-Power dan Itochu 
tergabung inilah yang menjadi sumber 
ketakutan dan penganggu ketentraman 
hidup kami yang semula damai, sejahtera 
dan bebas dari rasa takut. 

Tuan Abe yang terhormat, dua perusahaan 
dari Jepang ini telah melakukan berbagai 
hal termasuk pelanggaran HAM untuk 
memaksakan pembangunan PLTU 



Batubara Batang bisa dilakukan di desa 
kami, mulai dari intimidasi terhadap 
warga, kriminalisasi terhadap para tokoh 
kami, pengrusakan kebun melati sumber 
penghidupan kami dan perampasan lahan 
sumber mata pencaharian kami. 

Tuan Abe yang terhormat, seperti warga 
Jepang, kami warga Batang juga ingin 
bebas dari rasa takut dan bebas dari 
ancaman terhadap masa depan kami, kami 
menolak keras rencana pembangunan 
PLTU Batang di desa kami. Kami menolak 
pengrusakan terhadap sumber 
penghidupan kami, dan kami akan 
melawan segala bentuk perampasan 
terhadap lahan sumber mata pencaharian 
kami.” 

Greenpeace dan warga Batang meminta 

kepada pemerintah jepang untuk 

menghentikan dan membatalkan 

investasinya melalui J-Power dan Itochu. 

Pelanggaran HAM merupakan sebuah 

informasi baru yang didapatkan perwakilan 

dari Kedutaan Besar Jepang, dan hal ini 

akan disampaikan kepada pemerintahnya 

karena pelanggaran HAM dan pelanggaran 

Konservasi alam adalah informasi-

informasi yang belum pernah didengar 

sebelumnya oleh pemerintah Jepang 

(Pedro, 2013). 

Karena merasa aspirasi dan suara 

yang mereka tujukan kepada pemerintah 

sendiri sepertinya kurang ditanggapi serius 

oleh pemerintah, sehingga inilah yang 

membuat Greenpeace dan 2 orang 

perwakilan warga Batang datang ke Jepang 

untuk langsung bertemu perwakilan JBIC 

(Japan Bank for International 

Cooperation) dan Kementerian Keuangan 

Jepang, di Gedung Parlemen Tokyo, 

Jepang. Greenpeace dan juga 2 perwakilan 

warga Batang diundang ke Jepang, oleh 

jaringan lembaga swadaya masyarakat di 

Jepang yang peduli dan mendukung 

perjuangan kami untuk menolak 

pembangunan PLTU Batubara di kampung 

kami, lembaga-lembaga tersebut antara lain 

adalah FoE Jepang (Friends of the Earth), 

JACSES (Japan Center for Sustainable 

Economy and Society), KiKo Net, dan 

NINDJA (Network for Indonesia 

Democracy Japan). Tidak hanya 

melakukan aksi di depan kantor JBIC, 

Greenpeace beserta 2 perwakilan warga 

Batang juga melakukan aksi di J-Power, 

Itochu, JBIC, serta menggalang dukungan 

dari masyarakat umum di Jepang, dan 

akhirnya mendapatkan simpati dari warga 

Jepang asal Fukushima, warga Jepang yang 

jadi korban dari Bencana Pembangkit 

Listrik Tenaga Nuklir (Taryun, 2014). 

pada tahun 2015, pada bulan Juni 

Greenpeace bersama warga Batang 

melakukan aksi di depan Istana Presiden, 

ratusan caping petani tertata rapi. Ada 

nama-nama yang dituliskan di masing-

masing caping tersebut. Alunan gendang 

dan nyanyian lirih tembang Jawa 

mengiringi aksi warga. Ratusan caping itu 

mengilustrasikan ribuan masyarakat 

Batang yang akan terdampak, yang akan 



kehilangan penghidupan dan 

kehidupannya. Warga berbaris rapi di 

belakang susunan caping-caping tersebut. 

Harapan warga Batang melakukan aksi 

tersebut didampingin oleh pihak 

Greenpeace ialah tidak lain berharap agar 

Presiden Joko Widodo akan mendengar 

suara rakyat Batang yang tidak ingin 

kehilangan tempat tinggal mereka dan mata 

pencaharian mereka selama bertahun-tahun 

(Mulaika, 2015). 

D.   Hasil Advokasi Greenpeace 

terhadap PLTU Batang 

Setalah banyak melakukan aksi 

beserta kampanye yang dilakukan 

Greenpeace untuk membantu masyarakat 

Batang, setidaknya ada usaha dan hasil 

untuk terus mempertahankan kelestarian 

lingkungan dan juga kesejahteraan warga 

Batang.  

1.   Dari adanya kunjungan yang 

dilakukan Greenpeace bersama 2 

perwakilan warga Batang pada 

tahun 2014, setidaknya pesan yang 

ingin disampaikan warga Batang 

kepada pihak JBIC bisa 

tersampaikan langsung. Hal ini 

tentunya bisa terjadi atas bantuan 

Parlemen Jepang Mizuho 

Fukushima yang juga merupakan 

Mantan Menteri Negara Urusan 

Konsumen dan Keamanan 

Pangan, Soisal, dan Kesetaraan 

Gender. Mizuho membantu 

menyampaikan pesan warga 

Batang dan mendesak JBIC dan 

perwakilan dari Kementerian 

Keuangan untuk menemui 

perwakilan warga Batang. Pada 

kesempatan tersebut Hirofumi 

Oishi, Director Press and External 

Affairs Division JBIC, dan 

Kazunori Ogawa, Deputy Director 

Power and Water Finance 

Department JBIC, menyatakan 

akan mempertimbangan suara 

masyarakat, Pemerintah 

Indonesia, dan perusahaan, 

sebelum memutuskan untuk 

meneruskan atau membatalkan 

rencana pendanaan PLTU terbesar 

di Asia Tenggara tersebut. 

(Greenpeace, Greenpeace.org, 

2014). 

2.   Respon yang di dapat oleh warga 

Batang ketika mengajukan 

gugatan ke DPR ketika bertemu 

dengan Ketua Komisi IV Edhy 

Prabowo dan anggota Komisi VII 

Ramson Siagian, menurutnya jika 

lahan pertanian subur warga 

dirusak dan dihancurkan secara 

sengaja, maka hal tersebut adalah 

bentuk penindasan negara 

terhadap rakyat. Pihaknya berjanji 

akan terus mengawal perjuangan 



warga Batang, karena hal tersebut 

dianggap penindasan yang tidak 

dapat diterima. (Greenpeace, 

Greenpeace.org, 2015). 

3.   Kalangan masyarakat sipil 

Amerika Serikat mendukung 

perjuangan warga Batang, karena 

indikasi keterlibatan Bank Dunia 

dalam megaproyek ini melalui IFC 

(International Finance 

Corporation). Nyatanya kebijakan 

pendanaan Bank Dunia yang 

terbaru, telah mengharamkan 

pendanaan untuk proyek-proyek 

energi fosil, seperti PLTU 

Batubara. Sedangkan Jepang 

merupakan negara yang memiliki 

peran sentral dalam proyek energi 

kotor ini. Pemerintah Jepang 

melalui JBIC (Japan Bank for 

International Cooperation) 

mempertimbangkan untuk 

mendanai proyek bernilai sekitar 

Rp. 50 Triliun ini. JBIC akan 

menanggung sekitar 70% dari 

kebutuhan dana proyek, sementara 

itu dua perusahaan Jepang, J-

Power dan Itochu, merupakan dua 

dari tiga perusahaan yang 

tergabung dalam konsorsium PT. 

Bhimasena Power Indonesia 

(PT.BPI), konsorsium yang akan 

membangun PLTU batubara di 

Batang. Peran JBIC, J-Power dan 

Itochu dalam proyek energi kotor 

ini membuat kalangan masyarakat 

sipil di Jepang menaruh perhatian 

serius terhadap PLTU 

Batang.  Mereka menaruh 

perhatian yang sangat serius bukan 

hanya karena reputasi dan rekam 

jejak proyek-proyek PLTU 

batubara yang didanai JBIC di 

Indonesia sangat buruk dan telah 

merugikan masyarakat, tetapi juga 

karena mereka tidak ingin uang 

pajak mereka diinvestasikan untuk 

proyek-proyek yang akan merusak 

lingkungan dan semakin 

mempercepat laju perubahan iklim 

di planet ini (Fiyanto, 

Greenpeace.org, 2015). 

Melihat dari adanya tindakan nyata dari 

Greenpeace sebagai sebuah organisasi 

internasional yang berfokus pada bidang 

lingkungan, maka bisa dikatakan apa yang 

telah dilaukan Greenpeace sesuai dengan 2 

dari 3 tipe masyarakat sipil global yang 

dikemukakan oleh Mary Kaldor dalam 

sebuah artikelnya, yaitu (Kaldor, 2003): 

1.   “new social movement”, yang berfokus 

pada isu perdamaian, perempuan, 

lingkungan, dan HAM. Banyak aktivis 

yang tergabung di dalamnya dan 



Kaldor mempercayai bahwa mereka 

mempunyai peranan yang sangat besar 

dalam setiap proses keputusan 

pemerintah termasuk dalam bidang 

kemanusiaan dan kaldor menyebutnya 

sebagai “activist movement”.  
2.   Ketika barat telah memperkenalkan 

sebuah demokrasi dan untuk 

kepentingan pasar, kaldor 

menyebutnya sebagai “neoliberal 

version”. Saat itulah (Non Govermental 

Organization) NGO muncul untuk 

menggantikan “new social movement”. 

Tipe masyarakat sipil global yang 

telah disebutkan oleh Kaldor dilihat dari 

keadaan dunia saat ini benar adanya. 

Banyak masyarakat sipil global yang 

membentuk asosiasi yang intinya bertujuan 

untuk kesejahteraan manusia. Adanya 

aktivitas dari asosiasi atau NGO ini 

bertujuan baik agar dapat mengendalikan 

segala macam bentuk dari adanya 

globalisasi dengan berbagai cara seperti 

negosiasi, kampanye dan menantang hal-

hal yang sekiranya tidak sesuai dengan 

keadilan manusia dalam dunia global.  

 

Kesimpulan 

Jurnal ini berusaha menjelaskan 

alasan Greenpeace menolak adanya 

pembangunan PLTU Batang dan upaya apa 

saja yang dilakukan untuk mencegah 

proyek pemerintah-swasta tersebut 

dibangun demi menyelamatkan 

lingkungan. Banyak upaya yang dilakukan 

Greenpeace dan warga Batang yang 

ditujukan kepada pemerintah Indonesia 

salah satunya bertemu investor terbesar di 

Jepang yang mendanai PLTU tersebut yaitu 

JBIC (Japan Bank for International 

Cooperation) agar membatalkan 

pembangunan proyek tersebut dan beralih 

pada penggunaan energi terbarukan yang 

ramah lingkungan. 

PLTU yang rencananya akan 

dibangun di daerah Batang ini nyatanya 

juga mendapatkan banyak penolakan dari 

warga Batang dan dari aktivis Greenpeace 

Indonesia. Alasan Penolakan dari warga 

Batang sendiri ialah hilangnya lahan 

pencaharian mereka sehari-hari karena 

banyak warga Batang yang berprofesi 

sebagai nelayan dan petani yang tentunya 

juga tidak ingin kehilangan tanah mereka 

yang telah diwariskan secara turun-

temurun.  

Bagi Greenpeace, pembangunan ini 

ialah pembangunan yang sama sekali tidak 

ramah lingkungan. PLTU ini akan 

menghasilkan karbon dioksida dan pertikel-

partikel beracun lainnya ke udara yang 

berpotensi mengganggu kesehatan manusia 

serta bisa menyebabkan peningkatan suhu 

bumi. Oleh karena itu Greenpeace 



membantu warga Batang untuk 

menyuarakan suara masyarakat Batang ke 

Pemerintah dan memberi penjelasan hal 

apa saja yang akan terjadi apabila PLTU 

tersebut dibangun. 

Dari skripsi ini, hal yang bisa cermati 

ialah, bagaimana membangun sebuah 

pembangunan harus bisa melihat dari 

banyak sisi tidak hanya dari satu sisi saja, 

dan bagaimana pembangunan tersebut bisa 

berefek positif baik bagi masyarakat 

ataupun lingkungan serta bisa menggerakan 

ekonomi yang maju dan stabil di negara 

tersebut. Oleh karena itu pembangunan 

juga harus dipikirkan secara mendalam 

apakah ingin membuat sebuah 

pembangunan yang teknologinya hanya 

bisa mensejahterakan beberapa golongan 

dan mengorbankan keseimbangan 

lingkungan atau akan membangun 

pembangunan yang teknologinya bisa 

mensejahterakan semua golongan dan tetap 

menjaga kelestarian lingkungan yang bisa 

berefek baik bagi negara tersebut di masa 

yang akan datang.  
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